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B A B   I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang-Undang  No.  14  Tahun  2008  sebagai  Undang-Undang  Keterbukaan

Informasi tentu saja dimaksudkan untuk mengatur tentang pemenuhan hak publik atas

informasi yang transparan dari badan publik. Tujuan keterbukaan informasi adalah

memastikan  bahwa  lembaga  publik  akan  lebih  akuntabel  dan  transparan  dalam

menyediakan informasi. Untuk  mewujudkan  good governance,  UU KIP sangatlah

perlu. UU KIP akan mengawal pemerintahan berlangsung transparan dan partisipasi

masyarakat terjadi secara optimal dalam seluruh proses pemerintahan, mulai  dari

pengambilan, pelaksanaan serta evaluasi keputusan.

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah untuk menyediakan Informasi Publik

yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual,

tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sebagai Badan Publik, Pemerintah

Daerah wajib  menyediakan pelayanan informasi  publik  yang mudah diakses oleh

masyarakat.

Pemerintah  Kabupaten  Kediri  merupakan  salah  satu  badan  publik  yang

berkewajiban  melaksanakan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Terkait Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten

Kediri diatur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dalam  melaksanakan  pelayanan  informasi  publik,  Badan  Publik  wajib  menunjuk

Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID),  yang  tugas  pokok  dan

fungsinya  adalah  bertanggungjawab  di  bidang  penyimpanan,  pendokumentasian,

penyediaan dan pelayanan informasi. Di tingkat Kabupaten Kediri, PPID ditetapkan

dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kediri Nomor : 188.45/945/418.32/2013

dan  diperbarui  dengan  Surat  Keputusan  Bupati  Kabupaten  Kediri  Nomor  :

188.45/351/418.08/2017  tentang  Penetapan  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan

Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri. Sedangan untuk PPID Pembantu ditetapkan

dengan Surat Keputusan Kepala Badan Publik/OPD. 
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1.2 Struktur Organisasi dan Tugas PPID Kabupaten Kediri

Struktur organisasi dan tugas PPID Kabupaten Kediri dapat digambarkan dan 

diuraikan sebagai berikut :

 

Gambar 1.  Struktur Organisasi PPID  Kabupaten Kediri

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/351/418.08/2017

tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten

Kediri, PPID Kabupaten Kediri terdiri dari Atasan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan

Informasi, PPID dan PPID Pelaksana, dengan uraian tugas dan kewenangan sebagai

berikut :

a. Atasan PPID

Atasan PPID bertugas :

1) menerima Keberatan Pemohon Informasi

2) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon 

informasi

3) mewakili Pemerintah Kabupaten Kediri dalam sengketa informasi
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b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi bertugas :

1) membahas usulan informasi yang dikecualikan

2) memberikan  saran  dan  pertimbangan  dalam  pelayanan  informasi

kepada Atasan PPID

c. PPID 

PPID bertugas :

1) merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan
pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian
informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pelaksana

2) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan
pelayanan informasi kepada publik

3) mengolah  dan  mengklasifikasi  informasi  dan  dokumentasi  secara
sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori
informasi

4) melaksanakan  advokasi  pengaduan  dan  penyelesaian  sengketa
informasi publik 

d. PPID Pelaksana

PPID Pelaksana bertugas :

1) memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

3) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala
dan sesuai kebutuhan

4) membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi
untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya

5) menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses
oleh publik

6) mengkonsultasikan  informasi  dikecualikan  kepada  PPID  Kabupaten
Kediri 

Pengelolaan layanan informasi Publik di PPID Kabupaten Kediri meliputi penyediaan

dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,

informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib

tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan.
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Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, PPID Kabupaten Kediri wajib mengumumkan:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang dapat
diakses melalui laman 

https://ppid.kedirikab.go.id/informasi-berkala

2. Informasi yang wajib tersedia secara serta merta dapat diakses melalui laman

https://ppid.kedirikab.go.id/informasi-serta-merta

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses memalui laman

https://ppid.kedirikab.go.id/informasi-setiap-saat

Guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

Tahun 2021, PPID Kabupaten Kediri telah melakukan pemutakhiran informasi public

pada website PPID Kabupaten Kediri  https://ppid.kedirikab.go.id/ paling sedikit satu

kali dalam sebulan. Pemeliharaan dan pemutakhiran dilakukan agar tujuan informasi

yang wajib tersedia setiap saat dapat dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi

permohonan informasi public yang disampaikan memalui website, sosial media, WA,

telepon,  jasa  pos,  maupun  dating  langsung  ke  Ruang  Layanan  Informasi

Publik.Pemutakhiran informasi yang dimaksud antara lain :

1. Informasi mengenai profil PPID Kabupaten Kediri, yaitu meliputi profil singkat
pejabat PPID Kabupaten Kediri

https://ppid.kedirikab.go.id/profil-ppid

2. Ringkasan  informasi  mengeneai  program dan/  atau  kegiatan  yang  sedang
dijalankan dalam lingkup Badan Publik

https://ppid.kedirikab.go.id/informasi-berkala

3. Ringkasan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri

https://ppid.kedirikab.go.id/informasi-berkala

Berdasarkan  ketentuan  Pasal  13  ayat  (1)  huruf  a  Perki  Nomor  1  Tahun  2021,

Pemerintah  Kabupaten  Kediri   wajib  menyediakan  Daftar  Informasi  Publik  (DIP).

Secara berkala, PPID Kabupaten Kediri pembahasan dengan seluruh PPID Pelaksana

untuk  melakukan  penyusunan  DIP.  Hasil  pembahasan  DIP  ditetapkan  dengan

Keputusan Atasan PPID Kabupaten Kediri mengenai DIP di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kediri. 
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Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, sesuai ketentuan Pasal 15

Perki  Nomor  1  Tahun  2021,  Pemerintah  Kabupaten  Kediri  juga  mengelola  dan

memelihara Informasi yang dikecualikan. 

Secara berkala, PPID Kabupaten Kediri bersama-sama PPID Pelaksana melakukan

uji konsekuensi terhadap usul Informasi Publik yang dikecualikan. Kesepakatan dari

hasil uji konsekuensi dituangkan dalam sebuah Lembar Pengujian Konsekuensi yang

ditandatangani oleh PPID Kabupaten Kediri. 

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Pelaksana dibantu oleh

petugas  layanan  informasi.  Panduan  bagi  petugas  layanan  informasi  dalam

melakukan  pengelolaan  layanan  informasi  publik  dituangkan  dalam  Standar

Operasional  Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi  dan

Informatika  selaku  Ketua  PPID.  SOP  tersebut  diantaranya:  SOP  Pengelolaan

Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, SOP Penanganan

Sengketa  Informasi  Publik,  SOP  Penetapan  dan  Pemutakhiran  Daftar  Informasi

Publik, SOP Uji Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik dan

SOP Pendokumentasian Informasi dikecualikan.
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B A B   II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN

 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/351/418.08/2017

tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten

Kediri, Bidang Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Kediri menjadi tugas dari Bidang

Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kediri. Oleh

karena itu, pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Kediri dilaksanakan di Kantor

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kediri.

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, fasilitas yang disediakan oleh

PPID Kabupaten Kediri sebagai berikut : 

1. Layanan Front Office

Layanan Front Office meliputi :

a. Desk layanan langsung

Pemohon  yang  ingin  menyampaikan  permohonan  informasinya  secara

langsung ke PPID Kabupaten Kediri bisa didapatkan secara langsung di

Sekretariat  PPID  Kabupaten  Kediri  yang  bertempat  di  Kantor  Dinas

Komunikasi  dan Informatika Kabupaten Kediri,  yang beralamatkan di  Jl.

Sekartaji  No.  2,  Desa  Doko,  Kecamatan  Ngasem,  Kabupaten

Kediri.Ruangan tersebut menyediakan ruangan / meja layanan informasi

yang  dilengkapi  dengan  sarana  pendukung  antara  lain  diantaranya

seperangkat komputer untuk pengelola layanan, printer, meja dan komputer.
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b. Desk layanan melalui website

Dalam  menjalankan  amanat  UU  Nomor  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik untuk membuat dan mengembangkan sistem

penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai

dengan petunjuk teknis standar Layanan Informasi  Publik  yang berlaku

secara  nasional,  PPID  Kabupaten  Kediri  mengembangkan  system

penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.
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Sistem  ini  dikembangkan  dengan  komitmen  layanan  informasi  yang

professional,  cepat,  akurat  dan  memberikan  layanan  informasi  dengan

prosedur mudah dan biaya ringan melalui email ppid  @  k  edirikab.go.id     dan

pada website  ppid  .  k  edirikab.go.id   . Permohonan informasi yang diterima

secara online di proses oleh Bagian Pengelola dan pelayanan informasi

publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Seiring dengan era keterbukaan informasi memacu PPID Kabupaten Kediri

untuk terus berinovasi dalam mewujudkan hak publik untuk memperoleh

informasi. Salah satu bentuk pengembangan layanan informasi public ini

adalah layanan informasi berbasis web. Dalam pengembangan, website

diperbarui tampilannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan

pencarian informasi secara mandiri.

Website PPID Kabupaten Kediri juga sejak tahun ini sudah ditambahkan

menu khusus terkait informasi public sebagai wujud keterbukaan informasi

public yang memuat informasi yang wajib diumumkan secara serta merta,

dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Proses  pengunggahan  konten  informasi  publik  tersebut  secara  rutin

diperbaharui karena hal ini merupakan indicator PPID Kabupaten Kediri

sebagai  badan publik  dalam kewajibannya menyediakan informasi  bagi

para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Beberapa layanan informasi public di website ppid.kedirikab.go.id
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1) Layanan Permohonan Informasi

Layanan permohonan informasi melalui website ini bisa di akses melalui

link : https://ppid.kedirikab.go.id/prosedur-pelayanan-informasi-publik

2) Layanan Pengajuan Keberatan 

Layanan pengajuan keberatan di website PPID Kabupaten Kediri dapat

di akses melalui link : https://ppid.kedirikab.go.id/prosedur-pengelolaan-

keberatan-informasi-publik
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3) Saran dan Pengajuan

Masukkan, saran dan pengaduan tekait informasi public di website PPID

Kabupaten Kediri dapat di akses melalui link : https://www.lapor.go.id/

atau https://wbs.kedirikab.go.id/ dan hotline 085167333550

c. Layanan melalui Telepon

Pemohon  informasi  yang  memohon  informasi,  PPID  Kabupaten  Kediri

menyediakan layanan informasi public melalui telepon (0354) 682152 atau

call center PPID Kabupaten Kediri 085167333550.
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d. Layanan pengaduan melalui Aplikasi Lapor

Pemohon  informasi  yang  melakukan  permohonan  pengaduan  ke

Pemerintah  Kabupaten  Kediri  dapat  mengakses  pada  laman  :

https://www.lapor.go.id/

e. Layanan melalui Media Sosial PPID Kabupaten Kediri

a. Instagram PPID Kabupaten Kediri (@ppidkabupatenkediri)

b. Facebook (@Ppid KabKediri)

2. Back Office meliputi : 

a. Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi 

b. Bidang Dokumen dan Arsip 

c. Bidang Pelayanan Informasi 

d. Bidang Publikasi dan Sosialisasi Informasi 

e. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Pelayanan  informasi  publik  tersebut  didukung  dan  difasilitasi  oleh  sarana

seperti : formulir permohonan informasi, formulir keberatan, 2 perangkat computer, 1

perangkat printer, jaringan internet, monitor akses informasi, papan pengumuman,

serta meja kursi petugas dan tamu. 

2.2 SDM  yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :

SDM memiliki peran yang penting dalam proses layanan informasi public di

PPID Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Kabupaten Kediri dibantu

oleh pegawai fungsional di PPID Kabupaten Kediri.PPID Kabupaten Kediri melakukan

penguatan internal bidang SDM seperti :

1. Penyelenggaraan  Workshop  Keterbukaan  Informasi  Publik  bagi  PPID

Pelaksana oleh PPID Kabupaten Kediri

Yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan penyamaan persepsi

diantara  pejabat  pengelola  informasi  dan  dokumentasi  di  Pemerintah

Kabupaten Kediri akan pentingnya keterbukaan informasi public sebagai

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
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2. Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi

yang dikecualikan Pemerintah Kabupaten Kediri

Dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana terkait

informasi public yang dikecualikan. 

Secara operasional PPID Utama Kabupaten Kediri Bidang Pelayanan Informasi

didukung oleh SDM dari Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebagai berikut : 

Tabel 1. Data SDM Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

SDM Jumlah Jabatan

ASN :

Laki-Laki 2 Kasi 1 orang, staf 1 orang

Perempuan 1 Kasi 1 orang

Laki-Laki 2 -

Perempuan 1 -

2.3 Waktu Pelayanan Publik

Dalam  memberikan  layanan  informasi  kepada  pemohon  informasi,  PPID

menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID yang

berada  di  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Kediri.  Sesuai  Standar

Operasional Prosedur, waktu pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID sebagai

berikut :

Tabel 2. Waktu Pelayanan Informasi Publik PPID Kab. Kediri

Hari Jam Pelayanan Istirahat

Senin - Kamis 07.15 – 15.30 WIB 12.00 – 13.00 WIB

Jumat 07.00 – 11.30 WIB -

Sabtu, Minggu, Hari
Libur Nasional

- -

B A B  III
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RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2024, PPID Kabupaten Kediri telah menerima 5 (lima) permohonan

informasi publik, terdapat 5 (lima) permohonan yang dapat dipenuhi.

Berikut rincian pelayanan informasi di PPID Utama Kabupaten Kediri yang bertempat

di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2024 :

Tabel 3. Daftar Permohonan Informasi Berdasarkan Waktu yang
Diperlukan Tahun 2024

No. Nama
Waktu
yang

diperlukan

Permohonan informasi
KeteranganDikabulkan

seluruhnya
Dikabulkan
sebagian

Ditolak

1 Yulia Nur Sufiati 29 Hari Kerja √
- - -

2 Siti Fatimah 28 Hari Kerja √
- - -

   3 Aulia Rahma
Dini Hanief

6 Hari Kerja √
- - -

4 Rania Rafa
Ramadhani

5 Hari Kerja √
- - -

5 Appolo Parasian
Sihombing

41 Hari Kerja √
- - -

Tabel 4. Daftar Permohonan Informasi Tahun 2024
Tahun 2024

N
o

Tanggal
Permohon

an
Nama Pekerjaan

Informasi Yang
Diperlukan

Tujuan
Keputusan/

Jawaban
Tanggal
Jawaban

1 9 Maret 2024 Yulia Nur
Sufiati

Pelajar/
Mahasiswa

a. Peraturan dan 
Ketentuan terkait 
Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil 
Tembakau (DBH 
CHT)

Penelitian pengelolaan
DBH CHT yang

digunakan dalam
penulisan karya tulis

Mendapatkan
Salinan Softcopy

19 April 2024

b. Laporan 
Realisasi 
Penggunaan DBH 
CHT Tahun 2019-
2023
c. Rencana 
Kegiatan dan 
Penganggaran 
DBH CHT bidang 
Kesejahteraan 
Masyarakat 
meliputi program 
peningkatan 
kualitas

2 27 Maret 2024 Siti
Fatimah

Pelajar/
Mahasiswa

a. Data target dan 
realisasi pajak 
reklame tahun 
2014-2023

Untuk bahan Skripsi Mendapatkan 
Salinan Softcopy

6 Mei 2024

b. Data target dan 
realisasi pajak 
daerah tahun 2014 
-2023

3 24 juni 2024 Aulia
Rahma

Dini Hanief

Mahasiswa
a. Prevalensi 
penderita sindrom 
ovarium polikistik 
(PCOS) pada 

Untuk  melengkapi  data
penelitian skripsi

Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kediri 
berkoordinasi 
langsung dengan 

1 Agustus 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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wanita usia subur 
di Kediri

pemohon informasi

b. Rumah Sakit 
terbanyak 
penderita sindrom 
ovarium polikistik 
(PCOS) pada 
wanita usia subur 
di Kediri
c. Prevalensi diet 
ekstrim pada 
remaja tahun 
2023/2024 dan 
prevalensi obesitas
dan underweight 
pada remaja

4 7 Juni 2024 Rania
Rafa

Ramadhan
i

Mahasiswa
1. Informasi yang 
dimohonkan adlah 
data pembangunan
infrastruktur (jalan 
raya/jembatan

Informasi  yang  diminta
berguna  untuk  tugas
mata  kuliah  TIK
Pembangunan

Mendapatkan 
salinan Soft copy

14 Juni 2024

2. Data 
pembangunan 
ekonomi 
(pendapatan rata" 
masyarakat) di 
kabupaten Kediri 
Tahun 2023 
(Apabila berkenan 
memberikan kedua
informasi, 
diperbolehkan 
apabila hanya)

5 5 Nopember
2024

Appolo
Parasian

Sihombing
Wiraswasta

1. Besaran DBH 
CHT yang dikelola 
masing-masing 
Organisasi 
Perangkat Daerah 
(OPD)

Untuk mengambil peran
dalam pengawasan

Mendapatkan 
salinan Soft copy 
dikirim via Pos dan 
Email

6 Januari 2024

2.Nilai anggaran 
masing-masing 
kegiatan belanja 
barang/jas OPD 
yang sumber 
pendanaannya dari
DBH CHT
3. Dokumen 
pemilihan tender
4. Berita Acara 
Hasil Pemilihan 
(BAHP)
5. Surat 
Penunjukkan 
Penyedia 
Barang/Jasa 
(SPPBJ)
6. Kontrak Kerja

7. Jaminan 
pelaksanaan
8. Jaminan uang 
muka
9. Surat penerbitan
Surat Perintah 
Pencairan Dana 
(SP2D)
10. Bukti potong 
pajak
11.Rencana kerja 
dan syarat-syarat
12.Kerangka acuan
kerja
13. Metode 
pelaksanaan 
pekerjaan
14. Item dan 
volume pekerjaan 
(BOQ +RAB)
15.Shop drawing 
dan As built 
drawing (kontruksi)
16. Harga satuan 
pekerjaan
17. Tanggal PHO +
FHO
18. Berita acara 
pemeriksaan
19.Berita acara 
penilaian hasil 
pekerjaan

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Implementasi pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik berjalan dengan baik,

maka dibutuhkan suatu Standar Operasional Prosedur untuk :

1. Menciptakan  suatu  standar  kinerja  yang  akan  memberikan  pegawai  cara

konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi pekerjaan

yang telah dilakukan.

2. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit layanan informasi public

dalam memberikan pelayanan sehari-hari

3. Meningkatkan  akuntabilitas  dengan  mendokumentasikan  tanggung  jawab

khusus dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

4. Membantu  penelusuran  terhadap  kesalahan-kesalahan  procedural  dalam

memberikan pelayanan.

PPID Utama Kabupaten Kediri dan PPID Pelaksana telah menyusun 7 (tujuh) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik diantaranya :

1. SOP Permintaan Informasi Publik

2. SOP Pengajuan Keberatan

3. SOP Pengujian Konsekuensi

4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

5. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

6. SOP Pengumuman

7. SOP Maklumat Pelayanan

Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Daftar  Informasi  Publik  adalah  catatan  yang  berisi  keterangan  secara  sistematis

tentang seluruh informasi public yang berada dibawah penguasaan PPID Kabupaten

Kediri.

Penyusunan DIP ini bertujuan untuk membantu penyusunan database informasi dan

mengetahui informasi apa saja yang dikuasai keberadaan informasi tersebut ada di

unit kerja Pemerintah Kabupaten Kediri karena sering kali masing-masing unit kerja

Pemerintah Kabupaten Kediri tidak mengetahui informasi apa saja yang berada di unit

kerja Pemerintah Kabupaten Kediri yang lain. DIP ini juga memudahkan masyarakat

saat mencari informasi dan menginformasikan kepada public mengenai informasi apa

saja yang berada di Pemerintah Kabupaten Kediri. Daftar Informasi Publik Pemerintah

Kabupaten Kediri  ini  ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Informatika Kabupaten Kediri Nomor : 489/682/418.31/2024 tanggal 29 Februari 2024

tentang  Pemutakhiran  Daftar  Informasi  Publik  yang  wajib  dibuka  di  lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024

Capaian PPID Kabupaten Kediri 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada

tahun 2024 yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Keterbukaan Informasi di

PPID Kabupaten  Kediri  sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor  14

Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Standar layanan

informasi public dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang standar

layanan informasi publik.

PPID Kabupaten Kediri  Tahun 2024 telah di  monitoring dan evaluasi oleh Komisi

Informasi Provinsi  Jawa Timur berdasarkan Surat Komisi  Informasi Provinsi  Jawa

Timur Nomor :  500.12.18.1/1845/114.2/2024 tentang Monitoring dan dan Evaluasi

PPID tanggal 11 Juni 2024 dan pada tahapan pengisian kuesioner mandiri atau Self

Asesment  Quenstionaire  (SAQ)  PPID  Kabupaten  Kediri  mengirimkan  kembali

Kuesioner  ke  Komisi  Informasi  dan  pada  tahapan  kuesioner  mendapatkan  nilai

sebesar 95.35.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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 Tahapan berikutnya adalah visitasi Badan Publik Berdasarkan Surat Komisi Informasi

Jawa Timur Nomor :  400.14.5.1/96/KI-Prov.Jatim/IX/2024 perihal  :  Pemberitahuan

Kegiatan  Verifikasi  Faktual  (visitasi)  Badan  Publik  Monev  Keterbukaan  Informasi

Publik di Jawa Timur Tahun 2024 tanggal 13 September 2024. Pada tahapan ini

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menyampaikan paparan

mengenai  komitmen,  inovasi  dan  strategi  dalam  pengelolaan  informasi  publik

dihadapan panelis Komisi Informasi Jawa Timur dan Berdasarkan Berita Acara visitasi,

PPID Kabupaten Kediri mendapatkan nilai 97.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Pada tahapan wawancara, PPID Kabupaten Kediri mendapatkan nilai 94,33 

sehingga total nilai menjadi 95,91 dan mendapatkan kategori sebagai badan public 

yang informatif.
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Dalam acara Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik “KI Award” Tahun 2024

Tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa 

Timur di Erawan Dharma Ballroom Lantai 20 Grand Swiss Belhotel Darmo Surabaya 

tanggal 13 Nopember 2024. PPID Kabupaten Kediri mendapatkan penghargaan 

dalam Keterbukaan Informasi Publik yaitu sebagai Badan Publik Informatif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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3.1Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Informasi Publik, dan tercantum juga dalam Standart Operasional Pelayanan

Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Kabupaten Kediri.

3.2Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak

Tabel 5. Jumlah Permohonan Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Tahun Permohonan
dikabulkan
seluruhnya

Permohonan dikabulkan
sebagian

Permohonan tidak
dikabulkan
Atau ditolak

2024 5 - -
2023 4 - 1
2022 - - -

2021 1 0 0

2020 1 0 0
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3.3 Kendala Internal dan Eksternal

Kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Informasi Publik baik internal maupun

eksternal bisa digambarkan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman  Pejabat PPID Utama maupun PPID Pelaksana 

terhadap sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik

2. Minimnya informasi publik yang disediakan baik secara langsung maupun di 

website

3. Kurangnya koordinasi PPID dan PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi 

publik

4. Informasi yang tersedia kurang up date

5. Rendahnya permintaan informasi di PPID
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B A B  IV

RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

Upaya  optimalisasi  dan  penguatan  Peran  PPID  Kabupaten  Kediri  dalam

peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Kediri

adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan  Penguatan  Kapasitas  Pejabat  PPID  dan  PPID  Pelaksana

melalui kegiatan sosialisasi

2. Memperbarui instrumen kebijakan layanan informasi dengan menyesuaikan

perubahan kebijakan layanan informasi diatasnya, seperti SK PPID, DIP, LLD

dsb

3. Meningkatkan  publikasi  informasi  dengan  memperbaiki  website  PPID

Kabupaten Kediri dan PPID Pelaksana

4. Memberbarui  konten  dan  update  data  pada  website  PPID  dan  PPID

Pelaksana

5. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar

rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal

6. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Pelaksana di lingkup

Kabupaten Kediri
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BAB V

HASIL  MONITORING  DAN  EVALUASI  OLEH KOMISI INFORMASI

PROVINSI JAWA TIMUR

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi

Keterbukaan Informasi Publik melalui Self Assesment Questioner (SAQ) dan visitasi.

Berikut hasil monitoring dan evaluasi untuk PPID Kabupaten Kediri :

Tabel 6. Indeks Kategori PPID Kabupaten Kediri

Tahun Keterangan

2024 Indeks Kategori PPID A (Informatif)

2023 Indeks Kategori PPID B (Menunju Informatif)

2022 Indeks Kategori PPID E (tidak informatif)

2021 Indeks Kategori PPID E (tidak informatif)

2020 Indeks Kategori PPID E (tidak informatif)

2019 Indeks Kategori PPID D (kurang informatif)
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 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                            26 / 27                            26 / 27



Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024

26

BAB VI

KESIMPULAN

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (KlP)

mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah untuk menyediakan lnformasi Publik

yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual,

tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sebagai Badan Publik, Pemerintah

Daerah wajib  menyediakan pelayanan informasi  publik  yang mudah diakses oleh

masyarakat. 

Dalam memberikan pelayanan informasi  publik  yang berkualitas diperlukan

adanya sinergitas dan kerjasama yang baik di seluruh jajaran Pemerinta Kabupaten

Kediri. Tugas pelayanan informasi publik tidak hanya menjadi tugas dari PPID Utama

di Dinas Kominfo Kabupaten Kediri semata tetapi juga memerlukan dukungan dari

PPID  Pelaksana  di  lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Kediri  sebagai  OPD  yang

menguasai informasi. 

Pelayanan lnformasi Publik dalam hal ini melalui fungsi PPID di Kabupaten

Kediri memang belum bisa berjalan maksimal. PPID Kabupaten Kediri akan berupaya

untuk  meningkatkan  peran  dan  tugasnya  dalam  menyediakan  dan  memberikan

pelayanan  informasi  kepada  masyarakat  dengan  baik,  benar,  aktual,  murah  dan

dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-

Undang  KlP,  termasuk  didalamnya  melakukan  update  instrument  keterbukaan

informasi  publik  menyesuaikan  dengan  kebijakan  yang  berkembang.  Dengan

demikian, semoga kedepannya PPID Kabupaten Kediri dapat memberikan layanan

informasi yang berkualitas untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan

terbuka (good gavernance dan open government )

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kediri

      ${ttd}

Dr. Nur Miftahul Fuad, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I / IV-b
NIP. 19811203 200604 1 014
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